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ABSTRACT

Internet and information technology at this time is very important for the fulfillment of
human needs. Because the rapid development of information technology has created dynamics in
the midst of society, a management and regulation is needed that specifically addresses problems
in the field of Information and Electronic Transactions (ITE). However, in several respects, the
ITE Law still has weaknesses. One of the weaknesses that is still being debated today is the
regulation regarding the right to be forgotten as contained in Article 26 paragraphs (3) and (4).
From that article, there is no clear element of limitation to be able to carry out the execution of
the right to be forgotten, especially for ex-convicts in Indonesia. In this case the limitation of
rights in administrative law must pay attention to the norms in criminal law which the author
will further describe. The right to be forgotten should accommodate the norms contained in the
purpose of punishment. The controversy over the use of this right by ex-convicts will potentially
be used to obscure past crimes.

This type of research can be classified in the type of normative legal research, which
reveals laws and regulations related to legal theories that are the object of research. The
approach taken uses a qualitative analysis approach by searching for good data in books,
journals and other scientific works related to this research. The data sources used are primary
and secondary legal materials.

The conclusions that can be obtained from the research results are First, the regulation
regarding the right to be forgotten for ex-convicts in Indonesia is not in accordance with the
purpose of punishment. The status of ex-convicts who are still attached with a greater chance of
repeating crimes makes limiting the rights of ex-convicts something that has legal logic to tackle
crime, especially repeated crimes in the Theory of Criminal Policy. Second, the ideal concept of
limiting the right to be forgotten for ex-convicts in Indonesia should refer to the General Data
Protection (GDPR) which applies throughout the European Union. This right should not be
given to ex-convicts and must be further regulated regarding additional punishments related to
the revocation of the right to be forgotten by ex-convicts.
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A. Latar Belakang Masalah

Internet dan teknologi informasi
pada saat ini merupakan hal yang sangat
penting bagi pemenuhan kebutuhan
informasi yang dengan mudah dimiliki
melalui internet dalam waktu yang
singkat.! Data pengguna internet di
Indonesia per tahun 2022 telah
mencapai angka 210 juta jiwa (77,02%)
dari total penduduk Indonesia yang
berjumlah 272,7 juta orang.”

Oleh  karena  perkembangan
teknologi informasi yang sangat pesat
tersebut telah menimbulkan dinamika
ditengah-tengah  masyarakat, maka
dibutuhkan suatu pengelolaan dan
pengaturan  yang secara  khusus
mengatasi permasalahan di bidang
Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) dengan sebuah undang-undang.

Namun dalam beberapa hal, UU
ITE masih memiliki kelemahan. Salah
satu kelemahan yang masih
diperdebatkan hingga saat ini adalah
pengaturan mengenai  hak  untuk
dilupakan yang tertuang dalam Pasal 26
ayat (3) dan (4).

Ketentuan dari pasal ini menarik
untuk diteliti sebab sistem yang
diterapkan di Indonesia tidak memiliki
batasan terkait siapa saja yang boleh
mengajukan permohonan atas hak ini
termasuk mantan narapidana, dan dalam
hal ini pembatasan hak dalam hukum
administrasi  harus  memperhatikan

'Wawan  Setiawan, “Era  Digital  dan
Tantangannya” makalah disampaikan pada Seminar
Nasional ~ Pendidikan  Indonesia,  Universitas
Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, 9 Agustus
2017, him. 1.

“Muhamad Arif, Laporan Survei Profil Internet
Indonesia 2022, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia, Jakarta 2022, him. 10

norma dalam hukum pidana yang
selanjutnya akan diuraikan penulis.
Seharusnya hak untuk dilupakan dapat
mengakomodir norma yang terkandung
dari tujuan pemidanaan.

Kontroversi penggunaan hak ini
oleh mantan narapidana akan berpotensi
dimanfaatkan  untuk  mengaburkan
kejahatan dimasa lalu, contohnya
kejahatan  seksual, penipuan, dan
perdagangan orang.® Hal ini tentu akan
bertentangan dengan tujuan pemidanaan
prevensi khusus, dimana seharusnya
seseorang yang telah  melakukan
kejahatan di masa lalu harus dipastikan
untuk tidak melakukan kejahatan yang
sama berulang kali dan orang lain pun
dapat waspada terhadap kemungkinan
terjadinya kejahatan berulang dari
mantan narapidana tersebut.*

Hal ini menjadi berbahaya karena
secara psikologis subjek tersebut dapat
mengulang kembali, sehingga ini adalah
hal krusial jika tidak benar-benar dikaji
lebih  lanjut subjek yang dapat
menggunakan hak tersebut. Perlu
adanya kajian criminal policy untuk
menentukan  tindakan apa  yang
sekiranya harus dijalankan supaya orang
lain tidak berbuat demikian pula.’

Ditambah lagi kenyataan bahwa
tidak ada satu pun regulasi lebih yang
mengatur lebih lanjut terkait batasan
hak ini, termasuk dalam Keputusan
Bersama Pedoman Implementasi UU
ITE dan Rancangan Undang-Undang

3Christiamto, Hwian, “Konsep Hak Untuk
Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge
Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Mimbar
Hukum Volume 32, Nomor 2, Juni 2020, him. 175-
192.

*Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di Dalam
KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, him. 102.

*Moejatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka
Cipta, Jakarta, 1993, him. 13.




Perlindungan Data Pribadi. Dalam
konteks ini, standar perlakuan sosial dan
hukum terhadap warga negara tidak
didasarkan pada diskresi yang normal,
netral, dan sederhana, tetapi hanya pada
kebutuhan strategis negara untuk
memproduksi peraturan.® Di sisi lain,
terjadi pencederaan penghormatan atas
hak keterbukaan informasi publik dan
hak pers.

Sebagai acuan dan  patut
diberlakukan di  Indonesia terkait
pembatasan hak untuk dilupakan
terhadap mantan narapidana ialah
konsep pembatasan penggunaan hak
melalui Regulation 2016/679 atau
dikenal dengan sebutan General Data
Protection Regulation (GDPR) di Uni
Eropa.

Jika dibandingkan dengan GDPR
yang mengatur hak penghapusan
informasi yang mengikat pribadi dan
pengendali data sekaligus, pengaturan
UU ITE tidak sekuat GDPR. Frasa
“penetapan pengadilan” menjadi
masalah tersendiri karena hal ini
mencerminkan asas voluntair sementara
imbas penghapusan menimpa minimal
dua pihak sekaligus yakni pribadi
mantan narapidana dan pengendali data
yang dalam  hal ini  disebut
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
sehingga  sulit  untuk  kemudian
mengedepankan nilai pemidanaan yang
sebenarnya harus terus melekat pada
mantan narapidana.

Pun dilain sisi PSE dalam
rumusan pasal tersebut menjadi pihak
yang berpotensi hak dan
kepentingannya dilanggar. PSE

®Aini, Noryamin, “Inter-Religious Marriage
From Socio-Historical Islamic Perspectives”, Jurnal
Westlaw, Brigham Young University Law Review,
Volume 2, Number 2, 2008, Diakses Melalui
http://fh.unri.ac.id/, Diterjemahkan Melalui Google
Translate, him. 3.

berpotensi kehilangan kendali atas hak
telekominasinya dan kepentingannya
untuk menyimpan dan mengendalikan
suatu informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang dianggap
tidak relevan. PSE tidak diberikan
kesempatan untuk melakukan
sanggahan, bantahan, dan menjawab
untuk  mempertahankan  hak dan
kepentingannya karena hanya diawali
dengan sebuah permohonan penetapan.’
Sementara itu, mantan narapidana yang
seharusnya dibuka jejak kejahatannya
kepada publik justru bebas mengajukan
permohonan untuk bisa mendapatkan
hak ini.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar
belakang Imiah ini penulis ingin ingin
melakukan penulisan ilmiah dengan
judul “Batasan Penggunaan Hak
Untuk Dilupakan Berdasarkan Pasal
26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008  tentang Informasi  dan
Transaksi  Elektronik  Terhadap
Mantan Narapidana Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan mengenai hak
untuk dilupakan berdasarkan Pasal
26 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi  dan
Transaksi  Elektronik  terhadap
mantan narapidana di Indonesia
bertentangan dengan tujuan
pemidanaan?

2. Bagaimana konsep ideal dalam
pembatasan hak untuk dilupakan
terhadap mantan narapidana di
Indonesia?

"Ibid. him. 3.




C. Tujuan dan Kegunaan

1.

Penelitian
Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

a. Agar diketahui apakah
pengaturan  mengenai  hak
untuk dilupakan berdasarkan
Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan  Atas  Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik terhadap
mantan narapidana di

Indonesia bertentangan dengan
tujuan pemidanaan.

b. Agar dipecahkan masalah
terkait konsep ideal dalam
pembatasan hak untuk
dilupakan terhadap mantan
narapidana di Indonesia.

. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang hendak
dicapai dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan
peneliti, terutama untuk
mengembangkan ilmu
pengetahuan yang telah peneliti
peroleh selama masa perkuliahan
dan memperoleh gelar sarjana di
Fakultas Hukum  Universitas
Riau

2. Untuk memberikan masukan dan
sumbangan  pemikiran  untuk
pengembangan kebijakan hukum
pidana pada penggunaan hak
untuk dilupakan dalam hukum
pidana di Indonesia saat ini dan
untuk masa yang akan dating

3. Penelitian ini diharapkan berguna
bagi aparat penegak hukum
dalam penerapan atau
penggunaan hak untuk dilupakan

terhadap mantan narapidana di
Indonesia berdasarkan Pasal 26
Undang-Undang  Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik.

D. Kerangka Teori
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana
Dalam penelitian ini
sinkronisasi masalah terhadap teori
kebijakan kriminal yang penulis
pakai adalah hak untuk dilupakan
dalam UU ITE sejatinya harus
mampu memenuhi hak yang ada
pada masyarakat dan ketertibannya
pula.® Hal ini dapat dilihat bahwa
pemerintah telah membuat aturan
untuk mengatur penghapusan terkait
dokumen informasi dan/atau
dokumen informasi seseorang, akan
tetapi dalam peraturan yang telah
dibuat adanya kontroversi, dimana
banyak kebingungan dalam batasan-
batasan hak untuk dilupakan ini
terutama ketika yang mengajukannya
ialah mantan narapidana.

Dalam teori ini, termuat
tujuan pemidanaan prevensi khusus,
dimana  pencegahan kejahatan
melalui pemidanaan dengan maksud
mempengaruhi tingkah laku
terpidana untuk tidak membuka
peluang mantan narapidana
melakukan tindak pidana lagi.’
Disinilah korelasi untuk mencari tau
apakah kebijakan yang ada mampu
mengakomodir tujuan pemidanaan
dari segi relative tersebut dengan

®Darmanto, “Pembatasan =~ Hak  Mantan
Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara
Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”, JOM
Fakultas Hukum Universitas Riau, VVolume VI, Edisi
2, Juli-Desember 2019, him. 5.

%Ibid.




memberikan unsur-unsur yang jelas
agar tidak ada kekeliruan dan juga
adanya tumpang tindih terhadap
peraturan yang mengatur tentang hak
untuk dilupakan di Indonesia.

Berdasarkan teori ini,
pemidanaan  dilaksanakan  untuk
memberikan maksud dan tujuan
suatu pemidanaan, yakni
memperbaiki ketidakpuasan
masyarakat sebagai akibat

perbuatan kejahatan tersebut. Dalam
hal ini teori ini juga dapat diartikan
sebagai  pencegahan  terjadinya
kejaatan dan sebagai perlindungan
terhadap masyarakat. Tokoh dari
teori ini yaitu Paul Anselm van
Feurbach yang mengemukakan *
hanya dengan mengadakan ancaman

pidana pidana saja tidak akan
memadai, melainkan  diperlukan
penjatuhan  pidana  kepada  si
penjahat”.'°

. Teori Hukum Hak Asasi Manusia

Ide-ide Hak Asasi Manusia
yang pada masa itu masih dipahami
sebagai hak-hak alam (Natural
Rights) merupakan suatu kebutuhan
dan realitas sosial yang bersifat
umum, kemudian mengalami
berbagai perubahan sejalan dengan
adanya perubahan-perubahan yang
terjadi dalam keyakinan-keyakinan
dan praktek-praktek dalam
masyarakat yang merupakan suatu
tahapan yang berkembang semenjak
abad ke-13 hingga masa perdamaian
Westphalia (1648), dan selama masa
kebangunan kembali (renaissance),
serta kemunduran feodalisme. Dalam
periode ini tampak kegagalan dari
para penguasa untuk memenuhi

kewajibannya berdasarkan hukum
alam. Pergeseran dari hukum alam
sebagai kewajiban-kewajiban
menjadi hak-hak sedang dibuat.™*
Pemenuhan, perlindungan
dan penghormatan hak asasi manusia
adalah bentuk tanggung jawab
negara. Aktor utama yang dibebani
tanggung jawab untuk memenubhi,
melindungi, dan menghormati hak
asasi manusia adalah negara melalui
aparatur pemerintahannya. Prinsip
ini ditulis di seluruh konvenan dan
konvensi  hak  asasi  manusia
internasional  maupun  peraturan
domestic. Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang menyatakan
bahwa “pemerintah wajib dan
bertanggung jawab menghormati,
melindungi, menegakan, dan
memajukan hak asasi manusia yang
diatur dalam undangundang ini,
peraturan perundang-undangan
lainnya dan hukum internasional
tentang hak asasi manusia yang

diterima oleh Negara Republik
Indonesia.
E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual
berisikan batasan-batasan

pengertian atau defenisi istilah-
istilah pokok yang terdapat dalam
judul dan ruang lingkup penelitian.

1.

2.

Batasan ialah ketentuan yang tidak
boleh dilampaui.*?

Penggunaan adalah suatu proses,
cara, perbuatan  menggunakan
sesuatu; pemakaian.®

Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam
Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Jakarta, 2008. him. 71.

YErdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika
2k amus Besar Bahasa Indonesia

Aditama, Bandung, 2011, him.142.




3. Hak memiliki artian secara umum.
Pengertian hak secara umum adalah
segala sesuatu yang harus didapatkan
oleh setiap orang yang telah ada
sejak lahir.™

4. Hak untuk dilupakan merupakan
sebuah hak bahwa informasi dapat
kehilangan  relevansinya  seiring
dengan berjalannya waktu dan oleh
karenanya akses terhadap informasi
tersebut harus dibatasi.™

5. Informasi Elektronik adalah satu atau
sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik
(electronic maill, telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol,
atau perforasi yang telah diolah yang
memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu
memahaminya.*®

6. Narapidana ialah terpidana yang
menjalani pidana hilang
kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan.!’

7. Mantan narapidana adalah orang
yang sudah selesai melewati proses
hukuman dalam jangka waktu
tertentu di Lembaga Pemasyarakatan
sebagai konsekuensi dari tindak
pidana yang dilakukan dan sudah

Bhttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggunaan
, diakses, tanggal 14 Juli 2022.

Yhttp://academia.edu, diakses, tanggal 15 Juli
2022.

BELSAM, Hak Atas Penghapusan Informasi
(Right to Be Forgotten) dan Kebebasan Berekspresi:
Pertarungan Wacana, (Jakarta: ELSAM, 2016).

“®https://paralegal.id/pengertian/informasi-
elektronik/, diakses, tanggal 18 Juli 2022.

YPasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

mendapatkan kemerdekaannya untuk
kembali ke dalam masyarakat.'®

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang
digunakan penulis dalam penelitian
ini ialah penelitian hukum normatif
(Legal research) atau dapat disebut
juga dengan penelitian hukum
doktrinal. Penelitian hukum normatif
adalah  penelitian  kepustakaan.
Dalam penelitian normatif ini
penulis melakukan penelitian
terhadap taraf sinkronisasi hukum.
Penelitian hukum normatif mengacu
kepada norma-norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-
undangan serta putusaan-putusan
pengadilan dan juga norma serta asas
hukum yang ada dalam masyarakat.*®

Penelitian ~ terhadap  taraf
sinkronisasi hukum ini dilakukan
terhadap kaidah-kaidah hukum yang
merupakan patokan-patokan
berperilaku atau bersikap pantas atau
tidak pantas. Penelitian ini bersifat
deskriptif analisis, yaitu
menggambarkan dan menganalisis
permasalahan yang dikemukakan
yang bertujuan untuk memberikan
argumentasi hukum sebagai dasar
penentu apakah suatu peristiwa telah
benar atau salah serta bagaimana
sebaikn;/a peristiwa itu menurut
hukum.?

¥Darmanto, “Pembatasan Hak  Mantan
Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara
Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”, JOM
Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2
Juli- Desember 2019, him. 5.

¥Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,
Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him.105.

“Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme
Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, him. 36.



https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggunaan
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggunaan

Selain daripada itu, peneliti
juga  menambahkan  pendekatan
perbandingan hukum. Penulis
membandingkan  hukum tersebut
dengan yang ada di negara lain
dengan yang ada di Indonesia guna
memberikan masukan bagi
terbentuknya ius  constituendum
mengenai hak untuk dilupakan di
Indonesia.?> Hasil tafsir nantinya
akan  dijadikan  tulisan  yang
membahas  permasalahan  dalam
penelitian yang diteliti dalam tulisan
ilmiah ini.

2. Sumber Data

Dalam  penelitian  hukum
normatif sumber datanya adalah data
sekunder, yakni data yang diperoleh
tidak secara langsung dari sumbernya
(objek penelitian), tetapi melalui
sumber lain.?* Dalam penelitian
hukum normatif, sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang dibedakan
menjadi tiga (3) bagian,? yaitu :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang
bersifat pokok dan mengikat
yaitu semua peraturan
perundang-undangan yang
berkaitan dengan masalah yang
di teliti oleh peneliti dan terdiri
atas :

1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

ZAndi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana
di Bebebrapa Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018,
him. 5.

2guteki dan Galang Tufani, Metodologi
Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),
Rajawali Pers, Depok, 2018, him. 215.

“Soerjono  Soekanto dan  Sri  Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, him. 24.

2) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

3) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab
UndangUndang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).

4) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik.

5) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers.

6) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi
Publik.
7) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik
8) Keputusan Bersama tentang
Pedoman Implementasi atas
Pasal Tertentu dalam UU
tentang  Informasi  dan
Transaksi Elektronik (ITE)
dikeluarkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia Nomor
B-96/HK.00.00/07/2021
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder
adalah data yang diperoleh dari
kepustakaan ~ yang  bersifat
mendukung  bahan  hukum
primer yaitu berupa bahan-bahan
hukum yang dapat memberikan
kejelasan terhadap bahan hukum
primer, seperti literatur,
rancangan Undang-Undang,
hasil penelitian, artikel-artikel




yang berkaitan dengan
pertimbangan hukum.** Bahan
hukum sekunder yang terutama
adalah buku-buku hukum
termasuk skripsi, tesis, disertasi

hukum dan jurnal-jurnal.®

¢. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum tersier
dimaksudkan untuk memberikan
petunjuk  maupun penjelasan
tambahan dengan tujuan untuk
melengkapi dan  menunjang
penelitian  yang dilakukan.?
Oleh sebab itu, dapat dikatakan
bahwa bahan hukum tersier
adalah bahan yang memberikan
petunjuk  maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.?’
Bahan hukum tersier yang
digunakan oleh peneliti adalah
Kamus Hukum, Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana
dan Kitab  Undang-Undang

Hukum Pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data
untuk penelitian hukum normatif
digunakan metode kajian
kepustakaan. Dalam hal ini seorang
peneliti harus jeli dan tepat untuk
menemukan data yang terdapat baik
dalam peraturan-peraturan maupun
literatur-literatur ~ yang  memiliki

*Ishag, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta,
Bandung, 2020, him. 67.

®Bambang Sunggono, Metode Penelitian
Hukum, PT Jasagrafindo Persada, Jakarta, 2011, him.
114.

zelrwansyah, Oktober 2016, “Kriminalisasi
Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Artikel Pada

hubungan dengan permasalahan yang
diteliti.

. Analisis Data

Setelah peneliti  memperoleh
data selanjutnya peneliti mempelajari
data tersebut dengan menyajikannya
secara deskriptif, kemudian penulis

melakukan penafsiran atau
interprestasi  data, lalu dianalisa
secara kualitatif serta
menghubungkannya dengan

ketentuan-ketentuan  hukum  dan
pendapat para ahli.®®  Setelah
dibandingkan,  peneliti  menarik
kesimpulan-kesimpulan dengan cara
menarik kesimpulan dari hal-hal
yang bersifat umum kepada hal-hal
yang bersifat  khusus.  Dalam
mendapatkan ~ suatu  kesimpulan
dimulai dengan melihat faktor-faktor
yang nyata dan diakhiri dengan suatu
kesimpulan yang juga merupakan
suatu fakta dimana kedua fakta
tersebut dijembatani oleh teori-
teori.?
BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

. Tinjauan Umum tentang Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU
ITE bahwa yang dimaksud dengan
informasi elektronik adalah satu atau
sekumpulan data elektronik,
termasuk tapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data
internet  (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf,

JOM Fakultas Hukum, Vol. 111, No. 2. him. 7. %|shag, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta,
“’Soerjono  Soekanto,  Penelitian  Hukum Bandung, 2020, him. 53.
Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, him. 33. “|pid. him. 61.




tanda, angka, kode akses, simbol,
atau perforasi yang telah diolah yang
memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu
memahaminya.®

Berdasarkan tujuan tersebut,
UU ITE ingin  membangun
masyarakat informasi untuk
kepentingan pergaulan dalam tata
kehidupan bangsa Indonesia agar
kukuh sebagai satu kesatuan yang
dirancang melalui pengembangan
sistem informasi elektronik dengan
diciptakan melalui kondisi transaksi
elektronik, yang pada akhirnya
bangsa Indonesia menjadi cerdas dan
menjadi bagian dari masyarakat
informasi dunia. Namun demikian,
dalam  nyatanya  menimbulkan
kendala penyalahgunaannya
sehingga  berpotensi  terjadinya
pelanggaran tindak pidana.*

B. Tinjauan Umum tentang Hak
Untuk Dilupakan (Right to be
Forgotten)

Hak untuk dilupakan
merupakan sebuah hak bahwa
informasi dapat kehilangan
relevansinya seiring dengan
berjalannya  waktu dan  oleh
karenanya akses terhadap informasi
tersebut harus dibatasi.*> Sementara
itu, di sisi lain  “right to be
forgotten” adalah klaim individual
untuk tidak dapat dilacak oleh pihak
ketiga ~yang  bersumber  dari

%*Tim Redaksi BIP, Undang-Undang
Informasi dan Transasksi Elektronik, Penerbit
Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, him. 32.

31Sjswanto Sunarso, Hukum Informasi dan
Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari,
Rineka Cipta, Jakarta, 2009, him. 48.

%ELLSAM, Hak Atas Penghapusan Informasi
(Right to Be Forgotten) dan Kebebasan Berekspresi:
Pertarungan Wacana, ELSAM, Jakarta, 2016,
him.47.

karakteristik humanisme hak bahwa
individu memiliki otonomi terhadap
informasi pribadi dirinya. Dengan
kata lain, hak atas penghapusan
informasi merupakan bentuk
pengejawantahan hak atas privasi di
mana individu bebas menentukan
informasi apa yang boleh dan tidak
boleh dibagikan kepada pihak
ketiga.®

Adapun  Perkembangan hak
privasi di Eropa tidak terlepas dari
Undang-Undang Hak Asasi Manusia
tahun 1998 di  Inggris  yang
membedakan antara penghormatan akan
hak privasi untuk publikasi (recognition
of privacy) dan perlindungan hak privasi
itu sendiri.* Hak privasi pun dipahami
dalam dua wajah berbeda, sebagai hak
untuk mempublikasikan diri dan hak
untuk merahasiakan diri. Hal yang
menarik dari pemahaman akan hak
privasi tersebut telah dibedakan antara
hak privasi di satu sisi dan
penghormatan atas hak privasi orang
lain.®

C. Tinjauan Umum tentang Mantan
Narapidana

Mantan narapidana adalah para
terpidana yang sudah bebas / keluar dari
lembaga pemasyarakatan dan telah
kembali berbaur menjadi bagian dari
warga masyarakat di lingkungannya.

Jika ditelusuri dalam peraturan
perundang-undangan yang ada, istilah
mantan narapidana ini memang tidak ada

*Rolf H. Weber dan Ulrike I. Heinrich,
Anonymization, Springer, Heidelberg, 2012, him. 38-
39.

*Raymond Wacks, Privacy and Media
Freedom, Croydon, Oxford, 2013, him. 3.

®Keith B. Darrell, Issues in Internet Law:
Society, Technology and the Law, Fifth Edition,
Amber Book, Washington, 2009, him.154-156.




yang menaamai ataupun menggunakan
istilah ”mantan narapidana” secara
eksplisit. Namun penggunaan definisi
mantan narapidana selaku orang yang
“pernah” menjadi terpidana ini ada
diatur secara implisit.

BAB |11
PEMBAHASAN
A. Kesesuaian Pengaturan Mengenai
Hak Untuk Dilupakan

Berdasarkan Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik  Terhadap Mantan
Narapidana Di Indonesia Dengan
Tujuan Pemidanaan

1. Tujuan Pemidanaan yang

Melekat Pada Mantan
Narapidana di Indonesia
Sebagaimana telah

disebutkan dalam bab sebelumnya,
seseorang bisa tercabut hak-hak sipil
dan politiknya dalam kondisi-kondisi
tertentu salah satunya ketika ia
ditetapkan sebagai narapidana dalam
suatu putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.
Pembatasan  demikian  memang
dimungkinkan dan tidak

bertentangan dengan hak-hak asasi
manusia.  Salah  satu  kondisi
pembatasan itu memang
dimungkinkan bagi para mantan
pelaku tindakan kriminal. Dalam
beberapa  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku, terdapat
pembatasan hak mantan narapidana.

Status  pembatasan  hak
kepada mantan narapidana ini
sesungguhnya tidak pernah
dijabarkan secara langsung dalam
satu peraturan perundang-undangan.
Ditunjukkan dengan tidak adanya
penamaan atau penggunaan istilah

“mantan narapidana” secara
eksplisit. Namun penggunaan
definisi mantan narapidana selaku
orang yang ‘“pernah” menjadi
terpidana ini ada diatur secara
implisit. Hal ini bisa ditemui dalam
salah satu syarat pembatasan hak
untuk menduduki jabatan publik
dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

Pembatasan hak untuk mantan
narapidana sesungguhnya  memiliki
makna mendalam yang tidak dapat
terlepas dari tujuan pemidanaan yang
ada dalam Teori Kebijakan Hukum
Pidana itu sendiri. Barda Nawawi Arief
mengemukakan bahwa kebijakan pidana
adalah kebijakan atau upaya
penanggulangan kejahatan pada
hakikatnya merupakan bagian integral
dari upaya perlindungan masyarakat
(social defence) dan upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat  (social
welfare). Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa tujuan akhir atau
tujuan utama dari politik hukum pidana
ialah “perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat”.36

Tujuan ini kemudian dapat
dibagi lagi menjadi tujuan pemidanaan
relatif atau prevensi khusus, dimana
pencegahan kejahatan melalui
pemidanaan dengan maksud
mempengaruhi tingkah laku terpidana
untuk tidak membuka peluang mantan
narapidana melakukan tindak pidana
lagi.*’

Disinilah  korelasi kebijakan
yang ada harus mampu mengakomodir
tujuan pemidanaan dari segi relatif
tersebut dengan memberikan unsur-

®1bid. him. 4.
bid.




unsur yang jelas agar tidak ada
kekeliruan dan juga adanya tumpang
tindih  terhadap  peraturan  yang
mengatur tentang hak untuk dilupakan
di Indonesia. Dengan begitu, dalam hal
ini pembatasan hak mantan narapidana
merupakan suatu hal yang memiliki
logika hukum untuk menggunakan
hukum pidana dalam mencapai tujuan
tertentu, terutama dalam menanggulangi
kejahatan, memang perlu diakui bahwa
banyak cara maupun usaha yang dapat
dilakukan oleh setiap negara
(pemerintah) dalam  menanggulangi
kejahatan terutama kejahatan berulang.
Salah satu upaya untuk dapat
menanggulangi kejahatan, diantaranya
melalui suatu kebijakan pembatasan hak
mantan narapidana.®®

Dari  segi sosiologis dan
psikologis, pembatasan hak bagi mantan
narapidana  dilihat dari  adanya
kecenderungan yang lebih bagi mantan
narapidana untuk melakukan kejahatan
berulang dibanding orang yang belum
pernah  melakukan aksi  kriminal.
Seseorang yang melakukan tindakan
kriminal akan memunculkan perilaku-
perilaku patologis sosial, salah satu
perilakunya adalah residivis.
Residivisme merupakan kembalinya
seseorang ke tindak kriminal (biasanya
diukur dengan penangkapan) setelah
dinyatakan bersalah melakukan
pidana.®

2. Hak Untuk Dilupakan Sebagai

penafsiran dan pembatasan atau
pengurangan untuk menghancurkan
hak dan kebebasan diakui dalam
konvenan. Sedangkan pencabutan hak
mantan narapidana bukanlah sebagai
pelanggaran hak non-derogable right
(tidak dapat dikurangi dalam kondisi
apapun) melainkan pencabutan hak
mantan narapidana korupsi sebagai
hak yang dapat dibatasi (derogable
right).

Hal ini berhubungan dengan
penggunaan hak oleh  seorang
individu berhadapan dengan
kepentingan orang lain yang saling
bertentangan. Jika pelaksanaan hak
asasi seseorang berpotensi melanggar
hak orang lain, maka pelaksanaan hak
asasi itu sudah semestinya tidak
dipaksakan, karena akan merugikan
hak orang lain. Artinya bahwa tiada
implementasi hak asasi yang tanpa
batas.

Menghilangkan pembatasan
bagi pelaksanaan hak asasi justru
akan menghilangkan jaminan hak
asasi itu sendiri. Berbicara mengenai
status narapidana adalah berbicara
mengenai kondisi pelaku kejahatan
yang sudah pada tahap dikenakan
vonis (terpidana). Status narapidana
inilah yang membuat seseorang bisa
dilarang untuk mendapatkan suatu
hak, terutama hak yang akan
berakibat bagi kepentingan orang
banyak.

Sebuah Derogable Right 3. Pembatasan Hak Untuk Dilupakan
Kategori hak yang tidak Tidak Akan Mencederai Hak Asasi
dapat dikurangi dari segala kondisi Mantan Narapidana

apapun (non-derogable right) dan

tidak diperbolehkannya melakukan Berangkat dari pembahasan

awal, salah satu inti pertanyaan yang
sangat ingin dijawab dalam penelitian

38A|0ySiUS Wisnubroto, Op Cit, him .10. ini, Sa'ah Satunya ada'ah apakah
®Bartol dan Bartol, Criminal Behavior a pembatasan hak untuk dilupakan
Psychological Approach, Pearson Education Limited terhadap mantan narapidana adalah

Edinburgh Gate, England, 2008, him. 53.




sah dan tidak melanggar semangat
hak asasi manusia.

Pertanyaan ini sangat
penting untuk mengukur bahwa
apakah benar pembatasan itu tidak
mencederai hak asasi manusia.
Sebagaimana  diketahui bahwa
pembatasan hak asasi manusia bisa
ditemui  baik dalam instrument
internasional  maupun  instrument
hukum nasional. Dalam instrument
HAM Internasional, pembatasan itu
bisa ditemui dalam UDHR maupun
dalam ICCPR. Jika dalam hukum
nasional kita, pembatasan hak asasi
juga kita temui dalam UUD 1945 dan
dalam Undang-undang hak asasi
manusia nomor 39 tahun 1999.

Dalam ICCPR, pembatasan
hak asasi manusia memang tidak

Di situlah fungsi hukum
yang menjalankan pembatasan hak
asasi menjadi sangat penting. Adalah
tidak mungkin menjalankan konsep
absolute individual rights secara
penuh tanpa pembatasan sama sekali.
Pembiaran atas setiap aksi individu
tanpa pembatasan sama sekali tentu
tidak akan Dbisa diterima oleh
masyarakat. Pada intinya segala
aktivitas kehidupan tentu akan selalu
bertemu dengan pembatasan-
pembatasan yang ada sebagai rambu
penjamin hak-hak semua  orang.
Pembatasan-pembatasan itu lah yang
nantinya akan ditentukan dalam
instrument hukum, termasuk
pembatasan hak mantan narapidana
untuk  mendapatkan hak untuk
dilupakan yang sedang dibahas dalam
tulisan ini.

ditegaskan lewat kata kata limitations
sebagaimana yang terlihat dalam
pasal 29 ayat (2) UDHR. Namun

B. Konsep Ideal Dalam Pembatasan
Hak Untuk Dilupakan Terhadap
Mantan Narapidana Di Indonesia

pembatasan hak asasi dalam ICCPR
bukan berarti tidak ada. Hal ini
terbukti bahwa ada penggunaan kata
“necessary” dalam ICCPR yang
secara langsung merujuk kepada
pembatasan hak asasi manusia itu
sendiri.

Karena itu, di situlah peran
penting  hukum,  vyakni  untuk
mengatur pembagian porsi yang adil
antara hak dan kewajiban. Hukum
yang i dalamnya  memuat
pembatasan hak asasi itu lah yang
berfungsi mengatur distribusi hak dan
kewajiban. Meskipun hak individu
dibatasi, namun sebetulnya
pembatasan itu adalah  sebuah
penjaminan bagi pelaksanaan hak
individu masing-masing agar tetap
bisa dijalankan dengan baik tanpa
resiko berbenturan satu sama lain.

1. Perbandingan Hak Untuk
Dilupakan Di Indonesia Dengan
Uni Eropa

a. Secara teknis, konten dari hak
untuk dilupakan di Indonesia
berbeda dengan konten aslinya di
Uni Eropa. Perbedaan pertama
adalah:

1) Uni Eropa, penerapan right to
be forgotten adalah
penghapusan data/konten
seseorang pada mesin pencari
(search engine) namun konten
tersebut tetap ada pada
direktori milik penyelenggara
sistem eletronik. Implikasinya
adalah data tersebut hanya
tidak dapat ditemukan oleh
orang lain/ sulit dicari di dalam
mesin pencari (search engine).




2) Di Indonesia penerapan right
to be forgotten adalah
penghapusan  konten itu
sendiri yang wajib dilakukan
oleh penyelenggara sistem
elektronik atas permintaan
orang Yyang bersangkutan
berdasarkan penetapan
pengadilan. Ini berarti yang
dihapus adalah konten
sumbernya/ kontennya
dihapus dan tidak ada lagi.

b. Konsep dasar hak untuk dilupakan

Uni Eropa

1) Konsep hak untuk dilupakan
di Eropa ini merupakan
perkembangan
lanjutan/berdasarkan dari hak
personalitas atau yang dikenal
dengan sebutan right to be let
alone. Hak personalitas ini
pertama kali digunakan dalam
penyelesaian kasus Melvin v.
Reid mengenai klaim atas
kehidupan pribadi, pada tahun
1931 di California.*

2) Pada prinsipnya, hak untuk
dilupakan memberikan
kewenangan bagi setiap orang
untuk menentukan dan
menikmati kehidupan
pribadinya yang terbebas dari
stigma dan/atau terganggu oleh
suatu apapun, termasuk oleh
kejadian di masa lalu yang
berkaitan dengan dirinya hanya
saja hal ini dibatasi dalam
lingkup penggunaan teknologi,

*Alessandro Mantelero, “The EU Proposal
for a General Data Protection Regulation and the
roots of the ,,right to be forgotten”, Computer Law
& Security Review, Volume 29, Nomor 3, 2013,
him. 229-235.

seperti internet.*!

3 Implementasi hak  untuk
dilupakan di Uni Eropa tidak
dengan menghapus konten dari
penyedia sistem elektronik
asalnya. Dalam arti, konten
yang dimintakan right to be
forgotten hanya dibuat agar
sulit diakses oleh siapapun
apabila dicari melalui search
engine. Sedangkan, konten
tersebut tetap ada atau
tersimpan pada direktori suatu
sistem elektronik milik
Penyedia atau Provider yang
bersangkutan sehingga hanya di
blok aksesnya.

c. Konsep dasar hak untuk dilupakan

di Indonesia
1) Konsep dasar hak untuk
dilupakan di Indonesia

merupakan sebuah konsep yang
sedang berkembang dalam
bidang hukum siber. Konsep ini
sendiri lahir dari keinginan
untuk mengembalikan fungsi
kontrol atas informasi pribadi
yang beredar di internet kepada
masing-masing pribadi

2) Implementasi right to be
forgotten di Indonesia tidak
pada mesin pencari (search
engine). Penghapusan konten
yang dianggap tidak relevan
berdasarkan penetapan
pengadilan langsung dilakukan
oleh  penyelenggara sistem
elektronik yang memegang
kendali langsung atas suatu

* Alessandro Mantelero, “The EU Proposal
for a General Data Protection Regulation and the
roots of the ,,right to be forgotten”, Computer Law
& Security Review, Volume 29, Nomor 3, 2013,
him. 229-235




konten tertentu.

Meskipun konsep hak untuk
dilupakan di Indonesia masih jauh
penafsirannya dengan yang ada di Uni
Eropa yang awalnya hak ntuk
dilupakan pada UU ITE ini merupakan
bagian dari Rancangan Undang-
Undang (RUU) perlindungan data
pribadi yang akhirnya ditetapkan dan
dicantumkan dalam Revisi UU ITE
Nomor 19 tahun 2016 menjadi hak
untuk  dilupakan terhadap Data
Pribadi.*?

Konsep ideal dari sumbangan
yang dapat diberikan kepada Indonesia
adalah konsep hak untuk dilupakan
mengenai perlindungan data meskipun
penafsirannya masih luas tidak seperti
Right to Be forgotten milik Uni Eropa
yang ditafsirkan secara  sempit
mengenai pihak, pengecualian, dan
juga tentang penghapusan nya dimana
penghapusan data di Uni Eropa
langsung kepada mesin pencarian, dan
harusnya pengimplementasi right to be
forgotten di Indonesia nantinya tidak
pada mesin pencari (search engine).

Unsur hukum asing yang
harus diadopsi hak untuk dilupakan
pada revisi UU ITE Nomor 19 Tahun
2016 ini juga mengenai jenis data apa
saja yang bisa dan tidak bisa
dimohonkan dalam putusan
pengadilan, tidak terdapatnya
pemahaman yang kuat mengenai data-
data yang ada apakah termasuk dalam
kategori data pribadi atau data yang
bisa diakses publik, dengan adanya
rumusan mengenai putusan pengadilan

*Sinta, Right To Be Forgotten Lahir
Prematur dalam UU ITE baru,27 Desember 2016,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/It58613b
6931861/iright-to-be-forgotten-i--lahir-  prematur-
dalam-uu-ite-baru, diakses, tanggal 9 Desember
2022.

penghapusan informasi elektronik hak
untuk dilupakan ini, sebenarnya hanya
akan  menyulitkan  publik  untuk
mengakses rekam  jejak  calon
kontestan politik yang akan mereka
pilih, sebab ada potensi mereka juga
akan menghilangkan sebagian rekam
jejaknya profesinya di masa lalu
misalnya kasus korupsi yang pernah
dilakukan pejabat atau elit politik
dalam lingkungan pemerintahan di
masa lalu atau kasus perbuatan
melawan hukumnya, hal ini juga dapat
membuat masyarakat yang menjadi
pemilih tidak tahu apakah calon elit
yang akan dipilih benar- benar bersih
atau dibersihkan dari riwayat buruknya
oleh pengadilan karena rumusan hak
untuk dilupakan ini.

Oleh sebab itu, menurut
peneliti pengaturan batasan hak untuk
dilupakan di Indonesia harus dilakukan
seperti yang ada di Uni Eropa serta
memberikan pemahaman dan
pendidikan kepada masyarakat yang
masih awam terhadap rumusan hak
untuk dilupakan ini. Terutama seperti
yang ada dalam Pasal 7 EU Directive
95/46/EC poin b-d terkait informasi
vital dan Pasal 8 ayat 1 EU
Directive 95/46/EC terkait dngan hal
sensitive, termasuk kejahatan seksual.

2. Meminimalisir Potensi Konfik Antar
Hak

Untuk meminimalisir
ketegangan atau potensi konflik dalam
pengaturan dan penerapan hak untuk
dilupakan dengan kebebasan
berekspresi, sejumlah kalangan
menawarkan sejumlah indikator dalam
operasionalnya. Tawaran ini khususnya
menekankan bahwa penerapan hak
untuk dilupakan sebagai ekstensi dari
cakupan perlindungan hak atas privasi
atau perlindungan data pribadi harus
diberlakukan secara ketat dan terbatas.



http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58613b6931861/iright-to-be-forgotten-i--lahir-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58613b6931861/iright-to-be-forgotten-i--lahir-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58613b6931861/iright-to-be-forgotten-i--lahir-

Jadi informasi yang diajukan untuk
dilakukan penghapusan sifatnya harus
benar-benar pribadi, misalnya informasi
terkait perbankan, rekam medis, nomor
telepon, dan informasi yang bermuatan
fitnah atau palsu.

Dalam hal ini selaras dengan
pembatasan hak politik pada mantan
narapidana dimana menurut Mahkamah
Konstitusi, pencabutan hak pilih
seseorang hanya dapat dilakukan
dengan putusan hakim sebagai hukuman
tambahan  baginya.** Maka perlu
diadakan suatu reformulasi khusus
mengenai pidana tambahan berupa
pencabutan hak untuk dilupakan kepada
mantan narapidana yang kemudian
diakomodir dalam suatu peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang dijelaskan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan
dan saran sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Pengaturan mengenai hak untuk
dilupakan berdasarkan Pasal 26
Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik  terhadap
mantan narapidana di Indonesia tidak
sesuai dengan tujuan pemidanaan.
Adanya peluang mantan narapidana
untuk  melakukan  pengulangan
kejahatan menjadikan pembatasan
hak untuk dilupakan terhadap mantan
narapidana sebagai suatu upaya
untuk  menanggulangi  kejahatan
terutama kejahatan berulang dalam

“Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor
42/PUU-X111/2015, him. 68.

Teori Kebijakan Pidana. Dalam hal
ini  hak untuk dilupakan bukan
merupakan hak absolut dan dapat
dicabut apabila kemudian berpotensi
mencederai hak banyak orang.

2. Konsep ideal dalam pembatasan hak

untuk dilupakan terhadap mantan
naapidana di Indonesia sebaiknya
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undang-undang diharapkan untuk
segera merevisinya agar tercapai
tujuan pemidanaan.
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